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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI 
MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 
 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 
 
 
 
 
 

c. 
 
 
 
 
  d. 
 

bahwa       dalam      rangka       pelaksanaan      
Nota  Kesepahaman antara Pemerintah Republik 
Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum 
of Understanding Between The Government of 
Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement 
Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik 
Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan 
komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh 
secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan 
bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad 
untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan 
Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses 
yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah pasal 2 ayat (2) huruf h, maka 
Pajak Air Tanah merupakan salah satu jenis 
Pendapatan Kabupaten; 
 
bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
daerah pasal 95 ayat (1), pajak daerah ditetapkan 
dengan Qanun; 
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
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Mengingat  

 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 

membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya 
tentang Pajak Air Tanah. 
 
Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang 
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara 
Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2104); 
 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 
Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3209); 
 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 
Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3851); 
 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3893); 
 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, 
Kabupaten gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, 
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh 
Tamiang (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179); 
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4377); 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua 
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
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9. 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
16. 
 
 
17. 
 
 

2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4438); 
 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
4633); 
 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5049); 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 
 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1983 nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3258); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4858); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 
tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4859); 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 
2011 Nomor 10). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 
 

Dan 
 

BUPATI ACEH BARAT DAYA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG  
PAJAK AIR TANAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten Aceh 
Barat Daya. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah  Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya. 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan 
yang berlaku. 

 

 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan ataumodal yang merupakan 
kesatuan, baik yang meliputi Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN),atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan 
Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap  

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi 
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 





5 
 

7. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan 
ataupemanfaatan air tanah. 

8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan 
di bawah permukaan tanah 

9. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang 
terkandung di dalamnya 

10. Air adalah semua yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah 
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, 
air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 

11. Sumber Air Tanah adalah semua yang terdapat dalam lapisan tanah 
atau batuan di bawah permukaan tanah. 

12. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, 
memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber 
daya air, pendayagunaan sumber daya air tanah, dan pengendalian 
daya rusak air tanah. 

13. Kebijakan Pengelolaan Air Tanah adalah arahan strategis dalam 
pengelolaan sumber daya air tanah. 

14. Pola pengelolaan air tanah adalah kerangka dasar dalam 
merencanakan, melaksanakan, memantau,dan mengevaluasi 
kegiatan konservasi sumber daya air tanah, pendayagunaan sumber 
daya air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah. 

15. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta 
berkelanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air tanah agar 
senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai 
untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu 
sekarang maupun generasi yang akan datang.  

16. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, 
penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air 
tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. 

17. Daya Rusak Air tanah adalah daya air tanah yang dapat merugikan 
kehidupan. 

18. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, 
menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan 
yang disebabkan oleh daya rusak air tanah. 

19. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas 
hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi seperti proses 
pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 

20. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu 
menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah 





6 
 

21. Daerah Lepasan Air Tanah adalah daerah keluaran air yang mampu 
menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah 

22. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat 
mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin 
pengusahaan air tanah 

23. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan 
informasi air tanah. 

24. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air 
tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai 
sarana eksplorasi, pengambilan,pemakaian dan 
pengusahaan,pemantauan atau imbuhan air tanah. 

25. Hak Guna Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan 
menggunakan Air Tanah untuk keperluan tertentu; 

26. Hak Guna Air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air 
untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah 
untuk berbagai keperluan. 

27. Hak Guna Pakai Air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk 
memperoleh dan memakai air tanah. 

28. Hak Guna Usaha Air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk 
memperoleh dan mengusahakan air tanah. 

29. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin memperoleh hak guna pakai 
air dari pemanfaatan air tanah. 

30. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak 
guna usaha air dari pemanfaatan air tanah. 

31. Konsultasi Publik adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para 
pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air 
tanah. 

32. Perlindungan Air Tanah adalah upaya pengamanan sumber air 
tanah dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan 
manusia maupun gangguan yang yang disebabkan oleh daya alam. 

33. Pengawetan Air Tanah adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan 
ketersediaan air tanah atau kuantitas air tanah agar tersedia sesuai 
dengan fungsi dan manfaatnya. 

34. Pengelolaan Kualitas Air Tanah adalah upaya mempertahankan dan 
memulihkan kualitas air tanah yang masuk dan yang berada di 
sumber air tanah. 

35. Zona Pemanfaatan Sumber Air Tanah adalah ruang pada sumber air 
tanah yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun 
sebagai fungsi budi daya. 
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36. Peruntukan Air Tanah adalah pengelolaan air pada sumberair tanah 
menurut jenis penggunaanya. 

37. Penyediaan Sumber Daya Air Tanah adalah penentuan dan 
pemenuhan volume air dan daya air serta memenuhi berbagai 
keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas. 

38. Penggunaan Sumber Daya Air Tanah adalah pemanfaatan sumber 
daya air tanah dan prasarananya sebagai media dan atau materi. 

39. Prasarana Sumber Daya Air Tanah adalah bangunan air tanah 
beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan 
sumber daya air tanah, baik langsung maupun tidak langsung. 

40. Pengembangan Sumber Daya Air Tanah adalah upaya peningkatan 
kemanfaatan fungsi sumber daya air tanah guna memenuhi 
kebutuhan baku air tanah untuk berbagai keperluan. 

41. Modifikasi Cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan 
parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk 
tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan 
cuaca. 

42. Pengusahan Sumber Daya Air Tanah adalah upaya pemanfaatan 
sumber daya air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha. 

43. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang 
perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat,badan usaha, 
maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi 
kemasyarakatan. 

44. Pengelola Sumber Daya Air Tanah adalah Instansi yang diberi 
wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. 

45. Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Institusi 
tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air 
melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan 
dalam bidang sumber daya air. 

46. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi 
pengelolaan sumber daya air nasional. 

47. Subjek Pajak adalah  orang pribadi atau Badan yang dapat 
dikenakan pajak. 

48. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan ataupemungut pajak, yang mempunyai 
hak dan kewajiban pepajakan sesuai dengan ketentuan pertauran 
perundang undangan perpajakan daerah. 

49. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 
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3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor,dan melaporkan pajak yang terutang. 

50. Tahun Pajak adalah jangka waktu paling lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang 
tidak sama dengan tahun kalender. 

51. Pajak yang Terutang adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang 
tidak sama dengan tahun kalender. 

52. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak kepada wajib pajak 
serta pengawasan penyetorannya. 

53. Nota Pajak adalah dasar perhitungan besarnya pajak yang terutang 
yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. 

54. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disngkat SKPD 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak yang terutang. 

55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau berupa 
denda administrasi. 

56. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah 
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

57. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD 
adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi 
administrasi berupa denda. 

58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKBT 
dan SKPDLB yang diajukan oleh wajib pajak. 

59. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perUndang-Undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, 
Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.  

60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan 
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Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak. 

61. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta 
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang 
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan 
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam 
rangka pengawasan keputusan kewajiban Pajak Daerah 
berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan Retribusi Daerah. 

63. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari 
Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang 
Tindak Pidana yang terjadi dibidang Pajak Daerah serta menemukan 
tersangkanya. 

64. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas 
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh 
Wajib Pajak. 

 

 
BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 
Pasal 2 

  
(1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas kegiatan 

pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. 
 
(2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan  atau pemanfaatan 

air tanah. 
 
(3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) adalah : 
 

 

a. Pengambilan dan  atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan 
dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat, 
serta peribadatan;  dan 
 

b. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 3 
 

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang 
melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah. 
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(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang 
melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. 

 
 

BAB III 
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN 

 CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH 
Pasal 4 

 
(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. 
 
(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan 
sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: 

a. Lokasi sumber air tanah; 

b. Jenis sumber air tanah; 

c. Tujuan pengambilan dan  atau pemanfaatan air tanah; 

d. Volume air tanah yang diambil dan  atau dimanfaatkan; 

 

e. Kualitas air tanah; dan 

f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 
pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. 

 
(3)  Penggunaan Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi dimana 
pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah; 

 
(4)  Besarnya nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Peraturan Bupati. 
    

Pasal 5 
 

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) X Nilai 
Perolehan Air (NPA). 

 
Pasal 6 

 
Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1). 
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BAB IV 
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK 

    Pasal 7 
 

(1) Pajak Air Tanah dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan 
atau  pemanfaatan air tanah. 
 

(2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kabupaten Aceh 
Barat Daya. 

 
 

BAB V 
MASA PAJAK, PAJAK TERUTANG DAN  

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 
Pasal 8 

 
Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender. 

 
Pasal 9 

 
 Pajak Air Tanah terutang dalam masa pajak terjadi saat kegiatan 

pangambilan dan atau Air Tanah atau besarnya Pengenaan Pajak Air 
Tanah dalam suatu Wilayah Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air 
Tanah.  

 
Pasal 10 

 
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan; 
 
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan 

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; 
 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) berupa karcis dan nota perhitungan; 
 
(4) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang 

dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
SKPD diterima dikenakan sanksi sebesar 2% sebulan dan ditagih 
melalui STPD; 

 
 
 

BAB VI 
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Pasal 11 
 

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang 
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD 
diterima dikenakan sanksi sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui STPD. 
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Pasal 12 

       
(1)  Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati; 

 
 
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan 

penyampaian SKPD atau dokumen lain sebagaiamana dimaksud 
dalam pasal 10 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

 
BAB VII 

TATA CARA PEMBAYARAN  DAN PENAGIHAN PAJAK 
Pasal 13 

 
(1)  Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran 

pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak saat 
terutangnya pajak;  

 
(2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang 

ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan 
STPD; 

 
(3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, 

hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-
lambatnya       1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati; 

 
(4) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas; 
 
(5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan dengan menggunakan SSPD.  

 
Pasal 14 

 
(1) SKPD, STPD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak 
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak 
dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal diterbitkan; 

 
(2) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak 
untuk mengangsur atau menunda Pembayaran Pajak Air Tanah, 
dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan; 
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(3) Angsuran  pembayaran Pajak Air Tanah dikecualikan pengenaan 
denda apabila pembayaran angsuran dilaksanakan pada 1 (satu) 
tahun buku; 

 
(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk 

menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda 
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum 
dibayar atau kurang bayar; 

 
(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran 

serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaiamana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 
peraturan Bupati. 

 
Pasal 15 

 
Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. 

 
 

Pasal 16 
  
(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

 
(2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau 

surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus 
melunasi pajak yang terhutang. 
 

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat 
yang berwenang. 

 
Pasal 17 

 
(1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 

waktu yang ditentukan sebagaimana yang ditentukan dalam surat 
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah 
pajak yang dibayar ditagih dengan surat paksa. 

 
(2) Bupati atau pejabat yang menerbitkan surat paksa segera setelah 

lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis. 
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Pasal 18 
         
Apabila pajak yang harus di bayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 
24 jam setelah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati atau pejabat 
segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. 

 
 
 

Pasal 19 
 

(1) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi 
hutang pajaknya lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 
pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Bupati atau 
pejabat mengajukan permintaaan penetapan tanggal pelelangan 
kepada Juru Sita Pengadilan Negeri; 

 
(2) Setelah Juru Sita pengadilan Negeri menetapkan hari, tanggal, jam 

dan tempat pelaksanaan lelang, Juru sita memberitahukan dengan 
segera secara tertulis kepada wajib pajak. 

 
Pasal 20 

 
Bentuk, jenis dan tata cara pengisian formulir yang digunakan untuk 
pelaksanaan penagihan pajak daerah diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

 
BAB VIII 

KEBERATAN DAN BANDING DALAM 
 PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH 

Pasal 21 
 

(1)  Wajib pajak  pengelolaan air tanah dapat  mengajukan keberatan 
hanya kepada Bupati atas suatu : 

 a.  SPPT; 
 b.  SKPD 
 c.  SKPDKB 
 d.  SKPDKBT  
 e.  SKPDLB 
 f.  SPPDN dan  

g.  Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan 
ketentuan peraturan     perundang undangan perpajakan derah. 

 
(2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yang jelas; 

 
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak tanggal surat, tanggal permotongan atau pemungutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat 
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menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan diluar kekuasaannya; 

 
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar 

paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak; 
 
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap 
sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan; 

 
(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau 

Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan 
melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat 
keberatan. 

 
 
       Pasal 22 

 
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak 

tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas 
keberatan yang diajukan; 

 
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh 

atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang 
terutang; 

 
(3) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan 
dianggap dikabulkan; 

 
(4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak 

menunda kewajiban membayar pajak. 
 
 

Pasal 23 
 

(1) Wajib pajak dapat  mengajukan permohonan banding hanya kepada 
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang 
ditetapkan Bupati; 

 
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas 
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, 
dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut; 

 
(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban 

membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan keputusan banding. 
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Pasal 24 
 

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan 
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; 

 
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak 

bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB; 
 
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, 

wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % 
(limapuluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan 
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan; 

 
(4) Dalam hal wajib mengajukan permohonan banding, sanksi 

administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan 
pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 
keberatan. 

   
 
 
 

BAB IX 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 25 
 

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan 
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; 

 
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan 

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 

 
 

BAB X 
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN 

KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI 
ADMINISTRASI 
Pasal 26 

 
(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat 

membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SPTPD  yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, 
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan daerah. 
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(2) Bupati dapat : 
a. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak 

benar; 
b. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa 

bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terhutang menurut 
peraturan perundang undangan perpajakan daerah, dalam hal 
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau 
bukan karena kesalahannya; 

c. Mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang 

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang 
ditentukan; 

e. Mengurangkan ketetapan pajak yang terutang berdasarkan 
pertimbangan kemampuan membayar pajak wajib pajak atau 
kondisi tertentu wajib pajak. 

 
(3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, atau SPTPD dengan memberi alasan yang jelas; 

 
(4) Bupati atau pejabat lain paling lama 3 (tiga)  bulan sejak 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah 
harus memberitahukan keputusan; 

 
(5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Bupati atau pejabat tidak dapat memberikan 
keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan pengurangan sanksi administrasi 
dianggap dikabulkan.    

 
 
 
 

BAB XI 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 27 
 

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat secara 
tertulis dengan menyebutkan sekurang kurangnya : 

 a. Nama dan alamat wajib pajak; 
 b. Masa Pajak; 
 c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; 
 d. SKPDN. 
 
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak 

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan 
keputusan; 
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui dan 
Bupati atau pejabat lain tidak memberikan keputusan, maka 
permohonan pengembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan 
dan SKPDLB  harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan; 

 
(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan 

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak 
dimaksud; 

 
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat 
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP); 

 
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan 

setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 
SKPDLB, Bupati atau pejabat lain memberikan imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran 
pajak. 

 
Pasal 28 

 
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang 
pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) 
pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan yang berlaku 
sebagai bukti pembayaran. 

 

 
BAB XII 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 
Pasal 29 

 
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah 

melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung saat terhutangnya 
pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana bidang 
perpajakan Daerah; 

 
(2) Kedaluwarsa penagihan pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat 

1(satu) tertangguh apabila: 
 a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau 

b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung atau 
tidak langsung. 

 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung 
sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut; 

(4) Pengakuan hutang pajak secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf  b, adalah wajib pajak dengan 
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kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan 
melunasinya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; 

 
(5) Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaiman dimaksud 

ayat (2) huruf bdapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran atau permohonan keberatan 
oleh Wajib Pajak. 

   
       Pasal 30 

 
(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan; 
 
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang 

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 
 
(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa 

diatur dengan Peraturan Bupati. 
  

 
BAB XIII 

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 
Pasal 31 

 
(1) Wajib pajak yang melakukan usaha pengambilan dan atau 

pemanfaatan air tanah dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000. 
000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan 
pembukuan dan pencatatan; 

 
(2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara 

pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan peraturan Bupati. 

 
Pasal 32 

 
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka 
melaksanakan peraturan perundang undangan perpajakan daerah; 

 
(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib: 

a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, 
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan pajak yang terhutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 
yang dianggap perlu memberikan bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan; dan atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan.  
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur 

dengan peraturan Bupati. 
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BAB XIV 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 33 
 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak air tanah dapat 
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu; 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh 
Barat Daya; 

 
(3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang 
berlaku. 

  
 

BAB XV 
KETENTUAN KHUSUS 

Pasal 34 
 

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan pada pihak lain segala 
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib 
pajak dalam rangka jabatan; 

 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga 

terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu 
dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan 
perpajakan daerah; 

 
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan 

ayat (2)adalah : 
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi 

ahli dalam sidang   pengadilan. 
b. Pejabat dan atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk 

memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau 
instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan 
dalam bidang keuangan daerah. 

 
(4) Untuk kepentingan daerah Bupati berwenang memberi izin tertulis 

kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, 
memperhatikan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada 
pihak yang ditunjuk; 

 
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara 

pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum 
Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan 
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 
memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan 
wajib pajak yang ada padanya. 
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(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus 
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang 
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang 
bersangkutan dengan keterangan yang diminta. 

 

 
BAB XVI 

PENYIDIKAN 
Pasal 35 

 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan 

Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk 
melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana yang berlaku. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan 

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang Pajak 
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap 
atau jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak Daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Pajak Daerah; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyelidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah; 

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
dibidang Pajak Daerah; 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

j. Menghentikan penyidikan; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut 
ketentuan perundang-undangan.  
 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara 
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Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

 
 

BAB XVII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 36 
 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 tidak dituntut 
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat pajak atau 
berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau 
berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. 

 
 
 

Pasal 37 
 
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena 

kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). 
 

 
(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan 

sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang 
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

 
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 
kerahasiaannya dilanggar. 

 
(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi 
seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan 
tindak pidana pengaduan. 

 
Pasal 38 

 
Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) 
merupakan Penerimaan Negara. 
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BAB XVIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 39 
 
Ketentuan yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal 40 

 
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh 
Barat Daya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diundangkan di Blangpidie 
pada tanggal     4 Desember 2013 M 
                1    Shafar   1435 H 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
ACEH BARAT DAYA, 

 
Cap/Dto 

 
RAMLI BAHAR 

disahkan di Blangpidie 
pada tanggal  3   Desember  2013M 
                      29 Muharram1435 H 

 
BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

 
Cap/Dto 

 
JUFRI HASANUDDIN 
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LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2013 NOMOR 12 
PENJELASAN  

ATAS 
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

NOMOR 12 TAHUN 2013 
 

TENTANG   
 

PAJAK AIR TANAH 
 

I.     UMUM 
 
Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat 
penting bagi kehidupan manusia.Oleh karena itu menjadi kewajiban kita 
bersama untuk memanfaatkan sumberdaya alam tersebut secara 
bijaksana bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat .  
Air tanah saat ini sudah tidak lagi merupakan komoditi bebas tetapi 
telah menjadi komoditi ekonomi yang perlu dikenakan pajak dalam  
pengelolaannya. Pajak dalam pengelolaan air tanah dapat bermanfaat 
untuk daerah yang melakukan pengelolaan air tanah tersebut dan pada 
akhirnya akan memakmurkan rakyat daerah itu. 
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang 
penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah, dan dalam 
rangka optimalisasi peneriman Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor 
Pajak Air Tanah 
Agar pemanfaatannya dapat optimal tanpa menimbulkan dampak negatif, 
maka diperlukan pengaturan pengelolaan dalam pengambilan dan 
pemanfaatan air tanah serta pajak air tanah.  
 

 
II.   PASAL DEMI PASAL  
 
 Pasal 1 
           Cukup jelas  
 
 Pasal 2 

Cukup jelas           
  
 Pasal 3 
           Cukup jelas  
  
 Pasal 4 
           Cukup jelas  
  
 Pasal 5 
           Cukup jelas  
  
 Pasal 6 
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           Cukup jelas  
  
 Pasal 7 
           Cukup jelas  
  
 Pasal 8 
           Cukup jelas  
  
 
 Pasal 9 
           Cukup jelas 
  
 Pasal 10 
            Cukup jelas 
  
 Pasal 11 
           Cukup jelas  
  
 Pasal 12 
           Cukup jelas  
  
 Pasal 13 
           Cukup jelas 
  
 Pasal 14 
           Cukup jelas  
  
 Pasal 15 
           Cukup jelas  
  
 Pasal 16 
           Cukup jelas  
  
 Pasal 17 
           Cukup jelas  
  
 Pasal 18 
           Cukup jelas  
  
 Pasal 19 
           Cukup jelas  
  
 Pasal 20 
           Cukup jelas  
  
 Pasal 21 
           Ayat (1) 

 SPPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang 
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terhutang menurut peraturan perundang undangan 
perpajakan daerah. 

              SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menetukan 
besarnya jumlah pokok  pajak yang terutang. 

 SKPDKB adalah surat keputusan yang menetukan besarnya 
jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak,besarnya sansi 
administrasi dan jumlah yang harus dibayar. 

 SKPDKBT adalah surat keputusan yang menetukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan . 

 SKPDLB adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 
STPD 

 SPPDN adalah surat ketetapan pajak daerah nihil.  
  
 Pasal 22 
           Cukup jelas  
 
 
 Pasal 23 

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas 
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan 
oleh wajib pajak. 

 Pasal 24 
           Cukup jelas  
 
 Pasal 25 
           Cukup jelas  
 
 Pasal 26 
           Cukup jelas  
 
 Pasal 27 
           Cukup jelas 
  
 Pasal 28 
           Cukup jelas  
 
 Pasal 29 
           Kedaluwarsa adalah lewat waktu dalam hal penagihan pajak. 
 
 Pasal 30 
           Cukup jelas  
  
 Pasal 31 

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan 
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi 
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan 
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang 
atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan 
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berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak 
tersebut. 
 

 Pasal 32 
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya 
dalam rangka pengawasan keputusan kewajiban Pajak Daerah 
berdasarkan Peraturan perUndang-Undangan Retribusi Daerah.    
 

 Pasal 33 
           Cukup jelas  
 
 Pasal 34 
           Cukup jelas  
 
 Pasal 35 

Penyidik Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat 
terang Tindak Pidana yang terjadi di bidang Pajak Daerah serta 
menemukan tersangkanya. 
 

Pasal 36 
                Cukup jelas      
 
 
 Pasal 37 
           Cukup jelas  
 
     Pasal 38 
           Cukup jelas 
 
 Pasal 39 
           Cukup jelas  
   
 Pasal 40 
           Cukup jelas  
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